BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG
BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL

Menimbang :

PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

bahwa sehubungan hasil evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan
dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi
Hasil Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan
Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran
2024;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata
Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum
Dan/Atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi
Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 949);



Menetapkan :

12.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemelihan Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri
D, Tambahan Lembaran Kabupaten Sidoarjo Nomor 108);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);

14.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah
Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo
(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77
Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjungan dan
penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
di Kabupaten sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun
2023 Nomor 71);

15.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023
Nomor 65);

16.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68);

17.Perubahan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2023 Nomor 70), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2024 Nomor 11);

18.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran
Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN
SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2024.



Pasal I
Lampiran dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023
tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten
Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2023 Nomor 76), diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 Mei 2024

WAKIL BUPATI SIDOARJO,
ttd
SUBANDI
Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 18

NOREG PERBUP : 18 TAHUN 2024









